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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan  di Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sesuai dengan aturan 

dan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan yang terdapat didalam 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

yang menghendaki agar konsumen terhindar dari segala sesuatu yang 

dapat merugikan dan membahayakan diri dan jiwa mereka, pelaksanaan 

PERMENKES belum semuanya terealisasi, ada dua pasal yang masih 

belum terlaksana dengan baik yaitu, pasal (2) yang mengatur tentang 

ketentuan pendaftaran dan  pasal (20) yang mengatur tentang sanksi. Hal 

ini terjadi karena selama ini para stakeholder yakni Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Meranti hanya melakukan tindakan persuasif saja, 

tidak memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, para 

stakekholder mengantisipasi jika dilakukan penegakan hukum sesuai 

dengan amanat peraturan akan menghambat para pelaku usaha dalam 

memproduksi makanan kemasan dan akan mengakibatkan dunia usaha 

mati. 
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2. Menurut analisis fikih muamalah pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran 

Makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti 

sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang sejalan dengan tujuan 

bersyariah ataupun maqasid as-Syariah yaitu untuk memlihara 

kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 hadir dalam rangka 

memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat dari makanan 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin 

keamanan mutu makanan yang diedarkan, yang secara subtansi hadir 

untuk  menjaga dan memelihara hajat hidup orang banyak. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh 

penulis dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Meranti seharusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang 

pendaftaran makanan kepada para pelaku usaha agar bisa mentaati 

peraturan yang berlaku supaya konsumen terjaga dan terhindar dari hal-hal 

yang dapat merugikan dan membahayakan khalayak ramai.  

2. Untuk para pelaku usaha atau produsen seharusnya dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang 

pendaftaran makanan, agar turut andil dalam pelaksanaan peraturan 
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tersebut dan berperan aktif untuk memproduksi makanan kemasan yang 

sesuai dengan standar kesehatan demi terjaganya hak-hak konsumen. Dan 

untuk para konsumen hendaknya cerdas dalam memilih dan 

mengkonsumsi makanan kemasan, pilih dan konsumsilah makanan 

kemasan yang baik dan sesuai dengan standar kesehatan agar tidak 

berakibat merugikan diri sendiri. 

 

 

 

 


